tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
Peraturan Pemerirtah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyun 2014
Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

13.

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,
Nomor 961);



14.

1.5.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1424);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1455);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017
tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar
(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017
Nomor 20);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018
tentang Pengelolaarn Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
Peraturan Bupati Kampar Nomor 76 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan barang dan Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020
Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA
DESA TAHUN 2022 DI KABUPATEN KAMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kampar.

Bupati adalah Bupati Kampar.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah

kerja Kecamatan.



10.

11

12;

13.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan bareng yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerirtah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana Pembangunan
Jangka Menegah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan Desa.



14.

15.

16.

17.

18.

19,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desz adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya vang miskin dan marginal,
yang Dbersifat  produktif dengan  mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa
yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan

melalui musyawarah Desa.



20.SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh
merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan,
Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

21. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal cari kekavaan Desa dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai dari
Dana Desa Tahun 2022 merupakan Pedoman Teknis Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2022,

Pasal 3
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai dari
Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 tercantum dalam lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sistimatika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di

Danai dari Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 sebagai beriku :

a. pendahuluan;

b. penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Dana Desa;

c. bantuan Langsung Tunai, Ketahanan Pangan dan Hewani,
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan
Program Sektor Prioritas Lainnya;

d. pemantauan dan Evaluas:; dan

e. sanksi.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR - 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 repruak 20272

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DAR] DANA DESA TAHUN 2022

B.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban
jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk
penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19,
Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan
pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga
difokuskan untuk membiayai Desa Amar. COVID-19 dan Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan
usaha milik desa.
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditentukan penggunaannya
untuk;
1) Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
paling sedikit 40 % (empat puluh persen).
2) Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 %
(dua puluh persen).
3) Dukungan Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 19
(Covid 19) paling sedikit 8 % (delapan persen).
4) Program sektor Prioritas Lainnya yang meliputi komunikasi,
pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan

penanganan bencana.

Maksud

1) Adanya satu kesatuan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan
yang didanai dari dana desa.

2) Mewujudkan satu kesatuan arah kebijakan pembangunan

kabupaten dan desa.



Tujuan

1)

2)

Sebagai Pedoman bagi desa dalam pelaksanaan kegiatan yang
didanai dari Dana Desa Tahun 2022

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.

Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana

Desa.

Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1)

2)

4)

Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan
martabat manusia,;

Keadilan adalah  pengutamaan pemenuhan  hak dan
kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan
terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai
pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan
universal;

Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang
lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa
sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun

2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.



BAB 11

PENYALURAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAPORAN DANA DESA

Tahapan Penyaluran

1)
2)

3)

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa

setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.

Penyaluran Dana Desa dilakukan calam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap | sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepa: bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni;

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bilan Maret dan paling lambat
bulan Agustus; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepa: bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan

Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.



W

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa lebih kecil dari
besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022,
Dana Desa maka Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60%
(enam puluh persen) dari pagu Dan« Desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap I untuk Desa berstatus
Desa mandiri sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa
untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks

Desa membangun.

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

1)

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar,
dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keiluaran Dana
Desa tahun anggaran 2021; dan
2. laporan realisasi penyerapen dan capaian keluaran Dana
Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan; dan
c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap [I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan

puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran



4)

menunjukkan paling rendan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah
disalurkan; dan

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen penyaluran Dana Desa setiap tahap dengan

ketentuan:

a.

tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni
berakhir;
tahap Il paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan

Agustus berakhir; dan
tahap Il mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri

dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

bupati secara lengkap dan benar scbagaimana dimaksud dalam

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari bupat secara lengkap dan benar,

dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1.
2,

peraturan Desa mengenai APEDes; dan

surat kuasa pemindahbukuar Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1.

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran 2021; dan

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan; dan

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen penyaluran untuk Desa berstatus Mandiri

dengan ketentuan:






